
1

PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA GILING

TEBU DI PABRIK GULA TOELANGAN

Fitriana Eka Wulkandari

Pembimbing:

Sri Andriani, SE., M.Si

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

Abstrak
Sugarcane is a main material in making sugar. Due to the land shortage, sugar

companies cooperates with farmers dealing with the sugar cane production. So, the sugar cane becomes
shared products. However fiscal policy rules VAT for sugar cane pressing service in the process.
Based on Law concerning VAT the service is not in the negative list, so the government charge tax for
it. The study aims to find out the implementation of VAT accounting for sugar cane pressing service in
Toelangan Sugar Company.

The study employs a qualitative approach. Data analysis is conducted during and after
the data collection using theme analysis technique.To test the validity, the research her employs a key
person method in interview by interviewing the person in charge in the field who completely understand
about the needed information.

This result shows that based on law concerning VAT and luxury sales tax the sugar cane
pressing service in not included in negative list, so the government charge tax
for the service. However, sugar companies as entrepreneurs refuse the tax. They tend to
avoid calculate, pay and report the VAT for their sugar cane pressing service. Furthermore, they do not
include the VAT in their journal and financial statements.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri gula nasional tidak terlepas dari hubungan yang terjadi antara petani tebu
dan pabrik gula. Petani tebu memiliki lahan yang digunakan sebagai media untuk menanam tebu,
sedangkan pabrik gula memiliki mesin penggiling tebu. Petani tebu mengalami permasalahan
terbatasnya modal, penggunaan teknologi yang kurang tepat dan pemasaran. Sedangkan pada pabrik
gula mengalami permasalahan terbatasnya lahan produksi, rendahnya produksi dan besarnya biaya
produksi (Hadian, 2010, h.13). Untuk mengatasi permasalahan ini maka petani tebu dan pabrik gula
melakukan kegiatan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan
diantara kedua belah pihak. Atas kerjasama sistem kemitraan ini, petani tebu mendapatkan bagi hasil
dengan presentase 66% dan sisanya sejumlah 34% untuk pabrik gula.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN (Gunadi,
2011, h.17). Untuk menentukan jenis barang dan jenis jasa yang dikenakan pajak perlu dilihat
terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009. Karena jasa giling tebu tidak termasuk dalam kelomok jasa yang dikecualikan dari
pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas maka jaga giling tebu otomatis
dikenakan PPN.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) atas
jasa giling tebu di pabrik gula Toelangan?

TINJAUAN PUATAKA

Untuk melakukan penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas
Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan”, peneliti penting  untuk melakukan peninjauan
kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan sebelumnya. Berikut penelitian
terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti.
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Pertama diambil dari hasil penelitian pada tahun 2011 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh
Riana Dwijayanti disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh PG Candi Baru
sebagai persyaratan bagi petani dalam bermitra dirasakan tidak memberatkan pihak petani. Tinjauan
pustaka yang kedua diambil dari hasil penelitian pada tahun 2012 yaitu dalam penelitian yang ditulis
oleh Rahma Bayu Pamungkas yang bahwa kebijakan PPN jasa giling tebu belum sepenuhnya
memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Tinjauan pustaka yang
ketiga diambil dari hasil penelitian pada tahun 2013 dalam penelitiannya saudara Aditya Purwanto
Putra menjelaskan bahwa Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan
sudah baik. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi
2011).

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian tentang “Perlakuan
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan”
memfokuskan pada perlakuan akuntansi PPN atas jasa giling tebu.

Menurut Ismail (2010,  h.02), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan
pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi
seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan
adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

Dhicana (2008) menyatakan bahwa secara umum terdapat dua jenis metode pencatatan
akuntansi, yaitu:

1. Cash basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2. Accrual Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada   saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-
masing pelaku ekonomi. Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-
kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan
menperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaankemitraan itu sendiri (Hafsah, 2000,
h.31).

Pabrik gula juga melakukan kemitraan  dan kerjasama dengan petan, berikut beberapa jenis
diantaranya:

1. Sistem kemitraan tebu rakyat murni
2. Sistem kemitaan tebu rakyat mandiri
3. Sistem kemitraan kerjasama usaha
4. Kerjasama sewa lahan
5. Sistem Lahan Hak Guna Usaha
Menurut Sukardji (2006, h.1) mengacu dari buku Pengantar Ilmu Pajak, oleh R.Santoso

Brotodihardjo, S.H adalah sebagai berikut :”Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan
yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapatprestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran  publik  sehubungan  dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak   Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak   yang dikenakan atas setiap pertambahan
nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris,
PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis
pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan
penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan
langsung pajak yang ia tanggung ( Mardiasmo, 2006, h.294).

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan
hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai,
termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
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bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena
Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan
jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang PPN & PPnBM Nomor 42 Tahun 2009. Tarif
pajak pertambahan nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Faktur Pajak adalah bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan pengusaha Kena Pajak wajib membuat
Faktur.

METODE PENELITIAN
Dalam   penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono

(2006, h.8) maksud dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial tertentu,  peristiwa,
peran, kelompok atau interaksi.  Lebih jauh lagi, penelitian kualitatif merupakan sebuah proses
penelitian dimana peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial. Analisis data dilakukan pada
saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles
and Huberman dalam Sugiyono (2009, h.246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan/verifikasi. Untuk menguji keabsahannya disini peneliti menggunakan model key person
dalam melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang

memiliki wewenang di bidangnya dan mengetahui betul seluk-beluk mengenai informasi yang ingin
diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PG Toelangan ini menerapkan 2 sistem kemitraan dan 1 sistem kerjasama dengan petani tebu.

Bentuk kemitraan dan kerjasama yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula Toelangan diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Kemitraan Tebu Rakyat Mandiri

Berdasarkan data dilapangan, pada bentuk kerjasama tebu rakyat mandiri, tebu dikembangkan
oleh petani secara swadaya melalui modal sendiri dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasilnya
oleh pabrik gula yang menjadi perusahaan mitra. Jadi berdasarkan perjanjian kemitraan yang ada,
petani wajib menggilingkan tebunya kepada pabrik gula dengan sistem bagi hasil.

2. Kemitraan Tebu Rakyat Murni
Pada bentuk kerjasama murni, tebu dikembangkan oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas

kredit dari bank memalui pabrik gula. Dalam hal ini, pabrik akan berperan sebagai avalis
(penjamin dana) atas program kredit melalui bank. Akan tetapi petani tebu berkewajiban untuk
mengembalikan kredit tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam
kemitraan ini antara petani dan juga pabrik gula membegi keuntungan dengan sistem bagi hasil

3. Sistem Kerjasama Sewa Lahan
Dalam sistem sewa lahan ini petani hanya menyewakan lahan kepada pabrik gula, sedangkan

semua proses budidaya tebu dilakukan oleh pabrik gula. dalam kerjasama ini petani tidak menerima
bagi hasil seperti kemitraan, akan tetapi petani akan menerima imbalan berupa sewa lahan.

Sesuai dengan surat Direksi No. XX-22100/11.007 tanggal 9 Mei 2011 tentang bagi hasil
petani dengan pabrik gula adalah sebagai berikut:

a. Rendemen 6% Bagi Hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 34% : 66%.
b. Rendemen > 6% s/d7% selebihnya bagi hasil antara PTPN X dengan Petani adalah 30%

: 70%.
c. Rendemen > 7% s/d 8% selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah

25% : 75%
d. Rendemen > 8% dst selebihnya bagi hasil antara PTPN dengan Petani adalah

20% : 80%
e. Tambahan hasil tetes petani sebesar 3 kg per kuintal tebu.

Salah satu karakter PPN adalah general yang berarti bahwa PPN dikenakan terhadap semua barang
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(termasuk jasa). Pada prinsipnya semua Jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang berarti semuanya
jasa dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang PPN (Mardiasmo, 2006, hal.297).
PPN atas jasa giling tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun
2009. Tetapi, karena jasa giling tersebut tidak termasuk negative list atau kelompok jasa yang
dikecualikan untuk dikenakan PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN dan PPnBM maka atas jasa
giling tebu diatur dalam SE Dirjen Pajak Nomor: 23/PJ.51/2000 tentang PPN atas Penyerahan Gula
Pasir Bagian Petani Musim Giling 2000. Berdasarkaan SE Dirjen Pajak tersebut, pembebanan PPN
jasa giling tebu berada pada petani, yaitu sebasar 10% yang nilainya termasuk dalam bagi hasil yang
diterima oleh pabrik gula. Jadi dalam pembagian bagi hasil sebesar 34% didalamnya terutang PPN
10% atas jasa giling tebu yang harus disetorkan kepada kas negara.

Berdasarkan ketentuan, pemerintah sebagai fiskus menetapkan bahwa setiap bagi hasil
pabrik gula dikenakan PPN jasa giling tebu. Sementara itu para pelaku industri gula berargumen
bahwa bagi hasil yang diterima bukan semata-mata karena pemberian jasa giling tebu kepada
petani., melainkan karena kerjasama kemitraan yang dilakukan. Untuk itu, secara umun para pelaku
industri gula (pabrik gula) merasa keberatan dengan adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu.
Keberatan tersebut dikarenakan berkurangnya bagi hasil yang diterima pabrik gula tersebut pada
akhirnya akan berpengaruh terhadap pendapatan pabrik gula secara keseluruhan.

Pabrik gula secara tegas menolak adanya pengenaan PPN atas jasa giling tebu. Penolakan ini
tercermin dengan sikap pabrik gula selaku pelaku industri gula yang tidak pernah menghitung,
menyetorkan, dan juga melaporkan PPN atas jasa giling tebu. Penyataan ini berdasarkan apa yang
telah dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma’ruf selaku Kepala Divisi Pajak, berikut kutipannya :

“Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini muncul
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya pemeriksaan di tahun
2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula
tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebunya...”(wawancara, 18 Maret 2015)

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam laporan keuangan tahun 2013 PT. Perkebunan
Nusantara X (Persero) berikut ini:
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Untuk lebih mengetahui apa saja yang termasuk utang pajak yang ada di Laporan Posisi
Keuangan (Neraca), maka dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan seperti dibawah ini:

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut, dapat diketahui pajak apa saja
yang terutang untuk tahun 2013. Disitu terdapat sebuah pencatatan yang sedikit tidak wajar, yaitu
adanya utang PPN jasa giling di tahun 2001. Ternyata PPN itu muncul setelah adanya
pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tahun 2001. Hal itu membuktikan bahwasanya
pabrik gula selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar utang atas PPN jasa giling tersebut, karena
tidak membayar utang PPN sehingga mereka tidak melakukan pencatatan.
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Menurut Undang-undang PPN N0. 42 Tahun 2009 jasa giling tebu memang merupakan jasa
yang dikenai pajak. Sebagai aturan pajak, tentu pengenaan PPN atas jasa giling ini bersifat
mengikat dan harus dipatuhi dan ditegakkan. Pihak pabrik gula mengetahui dan memahami betul
akan hal itu. Akan tetapi, aturan dan realita yang ada terdapat perbedaan yang signifikan. Pihak
pajak menyamakan jasa giling padi dengan jasa giling tebu, tentu  dalam proses diantara
keduanya sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zahrudin Ma’ruf, selaku
Kepala Devisi Pajak :

“...Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai jasa kena pajak
karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar pengecualian jasa tidak kena
pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat dari kacamata pajak pihak kantor pajak pun
benar apabila mengakui jasa giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi
dalam realitanya penggilingan tebu itu tidak sama dengan  penggilingan padi,
karena didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang cukup
panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena mereka mempersamakan
antara penggilingan yang terjadi dari padi menjadi beras dan tebu menjadi gula”
(wawancara , 18 Maret 2015)

Setelah melihat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan 2013, terdapat satu
fakta yang cukup membingungkan. Disitu pihak pajak hanya membebankan utang PPN atas jasa
giling tebu saat dilakukan pemeriksaan ditahun 2001 silam. Setelah tahun
2002 sampai 2013 tidak pernah ada lagi pembebanan utang atas jasa giling tebu. Jika PPN
atas jasa giling tebu merupakan objek PPN seharusnya dari pihak pajak sedikit tegas
dalam menyelesaikan masalah PPN ini. Sikap pajak yang seperti itulah yang membuat pihak pabrik
gula sebagai pengusaha kena pajak semakin bingung sehingga mereka tidak pernah membayar
pajak atas jasa giling tersebut. Seperti kutipan wawancara penulis dengan bapak Zahrudin Ma’ruf
pada tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut:

“Dari DJP sendiri ada   ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan,
kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini aturan
seharusnya DJP berupayah untuk menegakkan aturan itu, akan tetapi mereka diam saja
dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang pun masalah tentang
PPN jasa giling masih belum jelas. Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat
PPN atas jasa giling tebu.”

Pajak merupakan pendapatan utama negara,  untuk itulah pihak pajak seharusnya bersikap
tegas mengetahui apabila terdapat suatu pelanggaran. Apalagi hukum pajak kita menganut paham
imperative yakni pelaksanaanya tidak dapat ditunda. Jadi apabila disini Pabrik gula mengajukan
keberatan, sebelum ada keputusan dari Dirjen  Pajak bahwa keberatan itu diterima maka wajib
pajak tetap wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pajak juga bersifat memaksa,
artinya wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dan apabila wajib pajak tidak mematuhinya, maka pihak pajak berhak
memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan
ketentuan umum perpajakan (KUP) apabila wajib pajak (dalam hal ini pengusaha kena pajak) akan
didenda apabila melakukan keterlambatan pelaporan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP). Karena
pabrik gula tidak pernah menghitung, menyetor, dan juga melapor maka pabrik gula tentunya tidak
akan melakukan pelaporan SPT. Untuk itu perdasarkan KUP seharusnya pabrik gula didenda
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaporan SPT Masa
PPN.

Sanksi denda (biasa) di PPN juga dikenakan terkait dengan pelanggaran atau kesalahan
dalam pembuatan (penerbitan) maupun pelaporan Faktur Pajak. Seperti yang disebutkan dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, dan huruf f UU KUP, sanksi denda terkait Faktur Pajak akan
dikenakan kepada WP yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pabrik gula
tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa gilingnya, maka pabrik gula tentu tidak pernah
membuat maupun melaporkan faktur pajaknya. Untuk itu berdasarkan KUP pihak pajak juga
seharusnya memberikan sanksi kepada pabrik gula yang sudah tidak melaksanakan aturan.
Sanksi denda yang  seharusnya dikenakan terhadap PKP tersebut di atas adalah sebesar 2%
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dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu nilai atau jumlah yang dijadikan patokan untuk
menghitung PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut. Dan sama seperti sanksi denda yang
lainnya, sanksi denda Faktur Pajak ini juga tidak dihitung secara bulanan.

Sanksi lain yang seharusnya dikenakan berdasarkan Pasal 38 UU KUP adalah ketentuan yang
mengatur mengenai ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap Wajib Pajak yang
karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan lampirannya tetapi
isinya tidak benar, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara. Dalam hal ini pihak pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling
sehingga tidak menyampaikan SPT, karena itu apabila dilihat dari kacamata pajak, tentu sikap
pabrik gula ini akan menimbulkan kerugian kepada negara. Untuk itu seharusnya pihak pajak
seharusnya bersikap tegas dan konsisten untuk menegakkan aturan yang ada.

Laporan keuangan PTPN  X (persero) ini disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interprestasi yang dikeluarkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor. VIII G.7
lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-
347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan konsolidasian Emiten atau Perseroan Publik.

Untuk melihat pendapatannya, kita bisa lihat di Laporan Keuangan Tahun 2013 PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) seperti berikut :

Untuk mengetahui berapa pendapatan atas penjualan gulanya, maka dapat dilihat di catatan
atas laporan keuangan PT.Perkebunan Nusantara X (persero) seperti berikut :
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Menurut laporan laba rugi di atas, dapat diketahui bahwa PT.Perkebunan Nusantara X
(persero) memiliki pendapatan sebesar Rp. 2.375.077.618.726,00. Dari pendapatan tersebut, dalam
catatan atas laporan keuangan dapat kita ketahui bahwa pendapatan atas penjualan gulanya sebesar
Rp. 1.623.798.043.828,00. Pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp. 1.623.798.043.828,00
tersebut berasal dari bagi hasil atas kemitraan yang diterima oleh pabrik gula sebesar 34% dan
berasal dari kerjasama melalui sistem sewa lahan. Menurut aturan pajak dalam pendapatan atas
penjualan gula tersebut dikenai PPN atas jasa giling tebu sebesar 10%, berikut pencatatan menurut
akuntansinya :

Sebagai pelaku bisnis, pabrik gula seharusnya taat akan pajak sehingga mau membayar dan
melakukan pencatatan setelahnya. Pencatatan yang seharusnya dilakukan atas penerimaan hasil
penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan
Pajak Keluaran-nya.

Kas / Bank 1.623.798.043.828,00
Penjualan 1.461.418.239.445
PPN (keluaran) 162.379.804.383,00

Pencatatan saat penyetoran ke negara dilakukan dengan mendebit Pajak Keluaran dan
mengkredit perkiraan kas-nya.

PPN (keluaran) 162.379.804.383,00
Kas / Bank 162.379.804.383,00

Awalnya pendapatan atas penjualan gula sebesar Rp 1.623.798.043.828,00 setelah dikenakan
PPN sebesar 10 % maka pendapatan atas penjualan gulanya menjadi Rp
1.461.418.239.445 hal itu dikarenakan terdapat PPN keluaran yang harus disetorkan ke negara
sebesar Rp.162.379.804.383,00. Karena pendapatan atas penjualan gula nilainya berkurang, maka
jumlah kas di laporan posisi keuangan (neraca) akan berkurang. Begitulah seharusnya
pencatatan atas jasa giling yang seharusnya dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, pencatatan akuntansi di pabrik gula Toelangan disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan
interprestasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan
Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (BAPEPAM &
LK) Nomor. VIII G.7 lampiran keputusan ketua BAPEPAM & LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal
25 Juni 2012. Akan tetapi pabrik gula Toelangan selaku pelaku bisnis tidak pernah membayar dan
melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa giling tebunya. Untuk itu pabrik gula
Toelangan tidak pernah melakukan pencatatan atas PPN jasa giling tebunya padahal dalam Undang
Undang PPN dan PPnBM No 42 Tahun 2009 jasa giling tebu bukan termasuk jasa yang
dikecualikan. Karena sikapnya yang enggan untuk membayar pajak (PPN atas jasa giling) pabrik
gula harus berhati-hati terhadap sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum
perpajakan (UU KUP)

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu Sebelum
ada peraturan terbaru dari Dirjen Pajak mengenai dibebaskannya PPN atas jasa giling tebu,
seharusnya pabrik gula sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) taat akan aturan dengan tetap
membayarkan PPN atas jasa giling tebunya, karena didalam undang-undang PPN dan PPnBM No
42 Tahun 2009 jasa giling bukan termasuk negative list. Pihak pajak pun seharusnya konsisten
dalam menegakkan aturan, apabila jasa giling termasuk jasa yang dikenakan pajak maka pihak
pajak harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang melanggar aturan dengan memberikan
sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP). Dan apabila jasa giling
tebu sudah bukan termasuk jasa yang dikenakan pajak, seharusnya ada peraturan terbaru mengenai
hal tersebut agar tidak membingungkan pihak pabrik gula sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan
agar tidak menimbulkan kerancuan.
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